
 

127 
 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU 

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005. 

A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum Di 
Indonesia, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2006. 

Abdurrahman, Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara 
Pidana Baru Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1980. 

---------------------, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Penerbit 
Cendana Press, Jakarta 1983. 

Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 
2007.  

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: 
Sinar Grafika, 2011. 

Agussalim, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia 
Indonesia, Bogor, 2007. 

Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, Bantuan Hukum Akses Masyarakat 
Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, 
Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara, 
LBH Jakarta, Jakarta, 2007. 

Binziad Kadafi, et al., Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang 
Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Pusat Studi 
Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, Jakarta, 
2001. 

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai 
Pustaka, Jakarta, 1989. 

Creswell, John W. 2003. “RESEARCH DESIGN: Qualitative, Quantitative, 
and Mixed Methods Approaches”. Thousand Oaks: SAGE 
Publications. 

Daryl Koehn, “The Ground Of Professional Ethics”, Terjemahan Oleh Agus 
M. Hardjana, Landasan Etika Profesi, Kanisius, Yogyakarta, 
2004, Cetakan ke-5. 

E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka 
Tinta Mas, Surabaya, 1986. 

 



 

128 
 

Engelbrecht De Wetboeken wetten en Veroordeningen, Benevens de 
Gronwet van de Republiek Indonesie, Ichtiar Baru-Van Voeve, 
Jakarta, 1998. 

Fernando M Manulang, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, 
2007.  

Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin 
Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, PT Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 2009. 

Franz Magnis Suseno, Etika Sosial, PT. Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, 1989, 

G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 
1983.  

Gregor Polancik, “Empirical Research Method Poster”. Jakarta: 2009.  

Habeyb, Kamus Populer Dalam Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris 
Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Pulising, Jogjakarta, 
1995. 

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, PT 
Rafika Aditama, Bandung, 2008.  

Herlien Budiono, Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading dan Refreshing 
Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 2007. 

IGN. Ridwan Widyadharma, Profesional Hukum Dalam Pemberian 
Bantuan Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 
Semarang, 2010. 

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006. 

----------------------, Perihal Undang-Undang, edisi revisi, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2011.  

J.S. Badudu J.S dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa 
Indonesia. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996. 

Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 
Nasional, Jakarta, 2008. 

Komar Andasasmita, Notaris I, Penerbit Sumur, Bandung, 1991. 

Lawrence M. Friedman, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum 
Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, 2001. 



 

129 
 

Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja 
Rusdakarya, Bandung, 1993. 

Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum 
Pidana, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995. 

--------------------------, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu,. 
Semarang, 2003. 

Mardjono Reksodiputro, Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam 
KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil 
Right), Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 
1987. 

Maria Farida Indrati, S. Ilmu Perundang-Undangan: Jilid 1 Jenis, Fungsi, 
dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007. 

---------------------------, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan 
Materi Muatan, Cet. 13, Kanisius, Yogyakarta, 2012. 

Matome M. Ratiba, “Convecaying Law For Paralegals and Law Students”, 
bookboon.com, , 2013.. 

Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, Analisis Terhadap 
Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di 
Provinsi Bali), P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza 
Grafika, Jakarta, 2012. 

Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di. Indonesia, 
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana. Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, 2003.  

Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for 
Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 
Yogyakarta, 2003. 

Ni'matul Huda dan R Nazriyah, Teori dan Pengujian Peraturan 
Perundang-Undangan, Nusa Media, Bandung, 2011. 

Notonegoro. Sosiologi, Studi dan Pengajaran. CV Usaha Makmur, 
Jakarta, 2001. 

Nomensen Sinamo, Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika 
Profesi Hukum, PT. Permata Aksara, Jakarta, 2014, 

O.R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1993. 

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2009. 



 

130 
 

------------------------, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, 2011. 

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah 
Mada University Press, Yogyakarta, 2011. 

Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, 
Alumni, Bandung, 1982. 

R. Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005. 

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1984. 

---------------------, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. 

Srijanti, dkk. Etika Berwarga Negara Pendidikan Kewarganegaraan di 
Perguruan Tinggi. Salemba Empat, Jakarta, 2007. 

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Penerbit 

Liberty, Yogyakarta, 1996. 

------------------------, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 
2006.  

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, 
Bandung, 2017. 

Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2006, 

Susilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP 
(Sistem dan Prosedur), Alumni, Bandung, 1982.  

Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi 
Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2002. 

Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1990.  

Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat 
Madani, Prenada Media, Jakarta, 2003. 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta: 
Penerbit Balai Pustaka, 1990. 

The Liang Gie, dalam Zainal, Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan 
Fungsi, Liberty, Yogyakarta, 2008. 

Valerine J.L. Kriekhoff, Tanggung Jawab Profesi, Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. 



 

131 
 

Wisnu Marta Adipura, “Analisis Isi”, dalam buku Metodologi Riset 
Komunikasi: Panduan untuk Melakukan Penelitian Komunikasi, 
Suntingan Pitra Narendra, Balai Kajian dan Pengembangan 
Informasi Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya 
Populer Yogyakarta, Yogyakarta, 2008. 

Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2012. 

JURNAL HUKUM, MAKALAH 

Anak Agung Istri Agung, Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian di 

Pengadilan, Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, November 2016. 

Claudia Verena Maudy Sridana dan I Ketut Westra, 2020. Kewajiban 

Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris 

Pada Orang Tidak Mampu, artikel dalam Jurnal ACTA 

COMITAS; Jurnal Hukum Kenotariatan,Vol.5.No.3. 

Helena Sheila Arkisanti Kristyanto, Fifiana Wisnaeni, (2018), “Pemberian 

Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 

(Studi Kasus Notaris Di Kota Semarang)”, Jurnal NOTARIUS, 

Vol 11.No.2.. 

Jalaludin. 2020. “Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan 

Sebagai Baju Uji Terhadap Gagasan Pembentukan Perda yang 

Baik.” Jurnal Aktualita, Volume 6. No. 2. 

Fredy Rahalus, 2022. “Kajian Filosofis Terhadap Pembentukan Hukum Di 

Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filsafat Hukum Jacques 

Ranciere”, Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 7 Nomor 1. 

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014. Harmonisasi Norma-Norma 
Dalam Peraturan PerundangUndangan tentang Kebebasan 
Hakim, artikel dalam Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas 
Brawijaya. 

M. Trubek, David, 1972, “Toward a Social Theory of Law: An Essay in the 
Study of Law and Development”, The Yale Law Journal. 1972, 
Vol. 82. 

M. Akil Mochtar, Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga 
Negara, Makalah disampaikan dalam Karya Latihan Bantuan 
Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta, 30 Maret 2009 

M. Mahfud MD, Demokratisasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum 
Yang Responsif, Makalah, FH UNDIP, Semarang, 1996. 



 

132 
 

Mukhamim, Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Dirjen 
PP, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2019. 

Siska Harun Buko, 2017. “Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris 
Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak 
Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014” .Jurnal Lex 
Privatum Vol. V, No. 1. 

DISERTASI, TESIS 

Arie Alkautsar, “Pelaksanaan Pemberian Jasa Hukum Dalam Pembuatan 
Akta Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Di Kabupaten Tanah 
Datar”, Padang: Tesis Magister Kenotariatan Universitas 
Andalas, 2018.  

Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi 
Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. 

Muhammad Nur Irsan, Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum 
Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu Di Kota 
Pangkalpinang, Program Studi Magister Kenotariatan 
Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021. 

Khairul Iman Susanto, Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan 
Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Undang-
Undang Jabatan Notaris Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Di 
Kabupaten Brebes. Program Kenotariatan Pasca Sarjana 
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018. 

Hasan Firdaus, Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tesis 
Program Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Surabaya 
(Ubaya), 2019. 

Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam 
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan 
Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel), 
Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011. 

SURAT KABAR DAN INTERNET 

https://diy.ini.id/post/pembahasan-dan-penandatanganan-perjanjian-
kerjasama-pks-antara-badan-ekonomi-kreatif-bekraf-dengan-
ikatan-notaris-indonesia-ini-tentang-fasilitasi-pendirian-badan-
hukum-usaha-ekonomi-kreatif  

https://diy.ini.id/post/pembahasan-dan-penandatanganan-perjanjian-kerjasama-pks-antara-badan-ekonomi-kreatif-bekraf-dengan-ikatan-notaris-indonesia-ini-tentang-fasilitasi-pendirian-badan-hukum-usaha-ekonomi-kreatif
https://diy.ini.id/post/pembahasan-dan-penandatanganan-perjanjian-kerjasama-pks-antara-badan-ekonomi-kreatif-bekraf-dengan-ikatan-notaris-indonesia-ini-tentang-fasilitasi-pendirian-badan-hukum-usaha-ekonomi-kreatif
https://diy.ini.id/post/pembahasan-dan-penandatanganan-perjanjian-kerjasama-pks-antara-badan-ekonomi-kreatif-bekraf-dengan-ikatan-notaris-indonesia-ini-tentang-fasilitasi-pendirian-badan-hukum-usaha-ekonomi-kreatif
https://diy.ini.id/post/pembahasan-dan-penandatanganan-perjanjian-kerjasama-pks-antara-badan-ekonomi-kreatif-bekraf-dengan-ikatan-notaris-indonesia-ini-tentang-fasilitasi-pendirian-badan-hukum-usaha-ekonomi-kreatif


 

133 
 

https://www.hukumonline.com/berita/a/bekraf-gandeng-firma-hukum-dan-
ini-dukung-ekonomi-kreatif-lt58c0c7f730989.  

http://kamusbahasaindonesia.org.  

https://kbbi.web.id/perlindungan.  

https://kbbi.web.id/profesi.  

Kedudukan hukum - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.  

https://kbbi.web.id/atur.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/  

Badan Pusat Statistik, “Penduduk Miskin”, 
https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html  

Badan Pusat Statistik (BPS), Profil Kemiskinan Maret 2018. 
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-
penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 

https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/73/1/jumlah-penduduk-
menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-makassar.html.  

https://makassarkota.bps.go.id/indicator/23/51/1/jumlah-penduduk-

miskin.html. 

https://kbbi.web.id/implementasi.  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. 

 

https://www.hukumonline.com/berita/a/bekraf-gandeng-firma-hukum-dan-ini-dukung-ekonomi-kreatif-lt58c0c7f730989
https://www.hukumonline.com/berita/a/bekraf-gandeng-firma-hukum-dan-ini-dukung-ekonomi-kreatif-lt58c0c7f730989
http://kamusbahasaindonesia.org/
https://kbbi.web.id/perlindungan
https://kbbi.web.id/profesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum
https://kbbi.web.id/atur
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/73/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-makassar.html
https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/73/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-makassar.html
https://makassarkota.bps.go.id/indicator/23/51/1/jumlah-penduduk-miskin.html
https://makassarkota.bps.go.id/indicator/23/51/1/jumlah-penduduk-miskin.html
https://kbbi.web.id/implementasi



